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JUDUL : KONSTRUKSI HUKUM KARTEL DI INDONESIA (STUDI 
ATAS LIMA PUTUSAN KPPU TENTANG PELANGGARAN  
PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999) 
CATATAN : 
1. Perlu elaborasi analisis untuk bentuk perjanjian dalam lima kasus 
(tertulis maupun tidak tertulis). 
2. Saran: perlu disinggung tentang pengecualian terhadap kartel ekspor 
yang menjadi bagian dari Trade Policy beberapa negara ( contoh 
Jerman, Jepang). 
3. Deskripsi pengaturan kartel di Eropa ditambah. 
4. Perlu elaborasi konsep “konstruksi hukum”. 
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CATATAN : 
1. Konsep konstruksi hukum belum dijelaskan. 
2. Kartel berkaitan dengan market power, untuk itu perlu dicantumkan 
penguasaan pasar dari masing masing pelaku usaha 
(terhukum/terlapor) yang melakukan kartel. 
















Salatiga, 13 Juni 2016 
    
Penguji,  
   
 
 





NAMA : VALENTINA MAHARANI  NIM : 312012022 
JUDUL : KONSTRUKSI HUKUM KARTEL DI INDONESIA (STUDI 
ATAS LIMA PUTUSAN KPPU TENTANG PELANGGARAN  
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CATATAN : 
1. Tambahkan penjelasan alasan lima kasus yang dipilih. 
2. Perbaiki analisis untuk gambaran masalah yang agak lengkap. 
3. Perbaiki kesimpulan supaya lebih tajam. 
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 Penelitian hukum ini merupakan sebuah tulisan yang membahas mengenai 
pola-pola perjanjian kartel serta bagaimana konstruksi hukum kartel yang ada di 
Indonesia dengan merujuk pada 5 (lima) putusan KPPU tentang kartel. Penelitian 
ini disusun menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing babnya memuat 
penjelasan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti. Dalam bab 1 akan 
dijelaskan mengenai latar belakang dari penulisan hukum ini, dan bagaimana 
sebuah kartel dapat terbentuk dan apa saja unsur-unsur yang ada dalam Pasal 11 
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat. Serta akan dijelaskan pula keuntungan dan kelemahan dari 
pembentukan perjanjian kartel ini. 
 Dalam Bab II akan dijelaskan tentang landasan teori yaitu pembahasan 
mengenai sejarah lahirnya kartel dan bagaimana perkembangannya baik di 
Indonesia maupun di negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu 
dalam bab II ini juga akan dijelaskan bagaimana keberadaan kartel sebelum dan 
sesudah adanya UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Definisi kartel, unsur kartel, konsep perjanjian 
kartel, dan  karakteristik kartel juga akan dibahas pada bab ini. 
 Selanjutnya dalam Bab III adalah bagian analisis, akan diuraikan secara 
mendalam mengenai pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pola-
pola perjanjian yang menimbulkan kartel yang meliputi siapa saja yang menjadi 
subjek dan objek dalam putusan kartel, dan  bagaimana terbentuknya kartel 
menurut 5 (lima) putusan KPPU. Dan bagaimana konstruksi hukum kartel di 
Indonesia, meliputi perbandingan definisi kartel antara satu putusan dengan 
putusan yang lain, dan dari definisi kartel dalam putusan akan didapat apa saja 
yang menjadi unsur dari kartel. Dimana dari semua itu akan di analisis menurut 5 




 Dan yang terakhir adalah Bab IV, akan dihubungkan antara latar belakang, 
landasan teori dan analisi sehingga akan memunculkan suatu kesimpulan dari pola 
dan konstruksi kartel yang ada di Indonesia ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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Penelitian hukum mengenai Konstruksi Hukum Kartel di Indonesia ini bertujuan 
untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perbandingan dari pengertian kartel 
menurut lima putusan KPPU yang membahas masalah kartel dengan pengertian 
kartel menurut beberapa pakar. Selain itu penelitian hukum ini juga mengkaji 
mengenai unsur kartel dalam setiap putusan. Perjanjian kartel dapat dilakukan 
oleh produsen dengan produsen, produsen dengan distributo dan/atau retail dan 
distributor dengan distributor, retail dengan retail. Dalam kegiatan kartel ini pihak 
yang paling dirugikan adalah konsumen dimana konsumen menjadi objek bagi 
pelaku usaha untuk mencari keuntungan, bukan hanya konsumen tetapi pelaku 
usahapun tidak akan diuntungkan, sebab mereka akan menghilangkan persaingan 
dan dengan hilangnya persaingan maka inovasi baru tidka aka nada dalam produk 
mereka, sehingga nama perusaaah mereka tidak akan besar di pasar. KPPU yang 
menangani masalah kartel menganut prisip rule of reason yaitu apabila perjanjian 
yang dilakukan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.  
 
 
 
 
